RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
DI SAMARINDA
TAHUN 2010-2014

SASARAN
TARGET KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN
TUJUAN URAIAN INDIKATOR SAT 2010  2011] 2012  2013] 2014
Misi 1
Mewujudkan peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya
ringan

1.1 Meningkatkan pelayanan 1.1.1. Terdaftarnya Prosentase Peningkatan % 100 100 100 100 100 [Meningkatkan |Peningkatan mutu

hukum kepada masyarakat perkara yang pelayanan penerimaan Kualitas dalam
dimohonkan banding perkara pelayanan penerimaan
secara tertib dan cepat peneriman perkara

perkara
1.1.2. Terwujudnya Prosentase persidangan % 90 91 92 93 94 Meningkatkan |Peningkatan
persidangan perkara secara sederhana, cepat kualitas Mutu pelayanan
secara sederhana, cepat |dan biaya ringan pelayanan dalam |dalam
dan biaya ringan persidangan persidangan
1.1.3. Terwujudnya Prosentase pelaksanaan % 100 100 100 100 100 Meningkatkan |Peningkatan Pengawas Bidang
penyelenggaraan pengawasan dan tindak kualitas sarana
transparansi peradilan  |lanjut hasil pengawasan pengawasan akuntabilitas
bidang pelayanan hukum

1.2. Meningkatkan Penyelesaian  |1.2.1. Terwujudnya Prosentase penyelesaian % 90 91 92 93 94 Meningkatkan  |Peningkatan Bidang sarana

Perkara peningkatan penyelesa |perkara yang diterima mutu kualitas  |sarana pelayanan |prasarana hukum
ian perkara pelayanan prima |prima
|1.2.2. Terwujudnya  |Prosentase penyelesaian % 100 100 100 100 100  |Meningkatkan |Peningkatan |Bidang sarana




peningkatan penyelesa
ian sisa perkara

sisa perkara tahun lalu.

mutu kualitas
pelayanan prima

sarana pelayanan
prima

prasarana hukum

1.3. Meningkatkan Akselerasi 1.3.1. Terbitnya Prosentase peningkatan % 90 91 92 93 94 Meningkatkan  [Peningkatan mutu
Pelayanan Hukum kepada putusan/penetapan yang |kuantitas dan kualitas kualitas pelayanan dalam
Masyarakat cepat, tepat dan putusan/penetapan pelayanan dalam |mengadili/
memenuhi rasa keadilan mengadili/memut|memutus perkara
serta dapat dilaksanakan us
1.3.2. Terwujudnya Prosentase penyelesaian % 90 91 92 93 94 Meningkatkan  [Peningkatan Bidang sarana
penyelesaian perkara jumlah perkara yang mutu kualitas  |sarana prasarana hukum
yang cepat ditangani pelayanan prima |percepatan
pelayanan hukum
1.3.3. Terwujudnya Prosentase publikasi % 5 10 15 20 25 Meningkatkan  |Peningkatan Bidang sarana
aksesibilitas masyarakat [putusan di website mutu kualitas  |sarana prasarana hukum
terhadap peradilan pelayanan prima [percepatan
pelayanan hukum
Misi 2
Meningkatkan Tertib Administrasi
dan Manajemen Peradilan
2.1. Meningkatkan kualitas 2.1.1. Terwujudnya Prosentase percepatan % 90 90 90 90 90 Menertibkan Penertiban Bidang
Administrasi dan Manajemen kualitas administrasi dan|administrasi Administrasi dan [Administrasi dan [Kepegawaian
Kepegawaian manajemen kepegawaian manajemen Manajemen SDM
SDM
2.2. Meningkatkan kualitas 2..2.1. Tersedianya Prosentase peningkatan % 5 5 5 5 5 Meningkatkan  [Peningkatan Bidang Keuangan
Administrasi dan Manajemen plafon DIPA dan anggaran usulan dalam Anggaran DIPA
Keuangan realisasi DIPA DIPA
2.2.2. Terwujudnya Prosentase percepatan % 90 90 90 90 90 Menertibkan Penertiban Bidang Keuangan




kualitas administrasi dan|administrasi Administrasi dan |Administrasi dan
manajemen keuangan manajemen Manajemen
keuangan keuangan
2.3. Meningkatkan kualitas 2.3.1. Terwujudnya Prosentase percepatan % 90 90 90 90 90 Menertibkan Penertiban Bidang Umum
Administrasi dan Manajemen tertib administrasi dan  [administrasi Administrasi dan |Administrasi dan
Umum manajemen umum dan manajemen Manajemen
rumah tangga umum dan umum dan rumah
rumah tangga  [tangga
2.4. Meningkatkan kualitas tertib |2.4.1. Terwujudnya Prosentase peningkatan % 100 100 100 100 100  |Menertibkan Penertiban Bidang
administrasi perkara tertib administrasi berkas banding yang Administrasi dan |Administrasi dan [Kepaniteraan
penerimaan perkara disampaikan secara manajemen Manajemen
lengkap perkara perkara
2.4.2. Terwujudnya Prosentase berkas yang % 100 100 100 100 100  [Menertibkan Penertiban Bidang
tertib administrasi diregister dan siap Administrasi dan [Administrasi dan |Kepaniteraan
pencatatan perkara didistribusikan ke Majelis manajemen Manajemen
Misi 3
Meningkatkan Profesionalitas dan
Kredibilitas Aparatur Peradilan
3.1. Meningkatkan Tingkat 3.1.1. Tersedianya Jumlah aparat yang Orang 1 1 1 1 1 Mengajukan Peningkatan Bidang
Pendidikan Aparatur Peradilan tingkat pendidikan berpendidikan formal permohonan ijin |output peradilan |Kepegawaian
aparatur yang memadai |( S-1,S-2,S-3 ) meningkat dan bantuan
pendidikan
3.1.2. Terwujudnya Persentase performance Kantor 1 1 1 1 1 Mengajukan Peningkatan mutu|Segala Bidang
kinerja peradilan yang |Pengadilan Tinggi pengadan sarana |pelayanan
memadai dan prasarana
[3.1.3. Terwujudnya  |Prosentase Kelulusan % 50 55 65 70 75  |Mengadakan  |Peningkatan mutu|Bidang SDM




Peningkatan Kualitas

Pegawai dalam diklat

pendidikan dan

pendidikan dan

SDM Aparatur Yudisial pelatihan hakim |ketrampilan
Peradilan hakim
3.1.4. Terwujudnya Prosentase Kelulusan % 10 15 20 25 30 Mengadakan Peningkatan mutu|Bidang SDM
Peningkatan Kualitas Pegawai dalam diklat Non pelatihan dan kinerja Pegawali
SDM Aparatur Yudisial pembinaan non |Non Teknis
Pendukung Peradilan hakim
3.2. Meningkatkan Moralitas dan |3.2.1. Terwujudnya Prosentase peningkatan Kegiatan 2 2 2 2 2 Mengadakan Peningkatan mutu|Bidang SDM
Integritas Aparatur Peradilan kinerja peradilan yang |prosesinalisme dalam tugas pendidikan dan |pendidikan dan
memadai pelatihan hakim [ketrampilan
hakim
3.3. Meningkatkan Kualitas 3.3.1. Tersedianya Prosentase peningkatan Kegiatan 2 2 2 2 2 Mengadakan Peningkatan mutu|Bidang SDM
Aparatur Pendukung Peradilan aparatur pendukung prosesinalisme dalam tugas pelatihan dan kinerja Panitera,
peradilan yang bersih, pembinaan non |Jurusita, dan
handal dan profesional hakim Kesekretariatan
Misi 4
Meningkatkan Pengawasan dan
Transparansi Peradilan
4.1. Meningkatkan Evaluasi 4.1.1. Terwujudnya Persentase pengaduan dan |% 100 100 100 100 100 [Meningkatkan |Peningkatan mutu(Bidang
Kinerja Pelayanan Hukum Kepada |peradilan yang bebas temuan dan tindak lanjut Kinerja pelayanan prima |Pengawasan
Masyarakat KKN dan berwibawa pengaduan dan temuan pengawasan
bidang dan

pembinaan




